REPUBLIK INDONESIA

No.1538, 2015 KEMENKEU. Alat Angkut Tertentu. Fasilitas Tidak
Dipungut PPN. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193 /PMK.03/2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN
PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT
ALAT ANGKUTAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor
dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa
Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian
Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor
dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan

Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor
dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa
Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 211 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5739);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA
PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP
adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009.

2. Surat Keterangan Tidak Dipungut yang selanjutnya disebut
SKTD adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa
Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama
Direktur Jenderal Pajak.

3. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum
Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan
laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau
kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau
perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan
telah memiliki surat izin wusaha dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan.

4. Perusahaan Penangkapan lkan Nasional adalah badan
hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang
menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh ikan di
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan

alat atau cara apa pun, yang menggunakan kapal untuk
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kegiatan memuat dan mengangkut serta telah memiliki
surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional
adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan
jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan
meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa
labuh serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan.

. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha
Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah
memiliki surat izin usaha dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan.

. Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan
hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha angkutan
udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan
telah memiliki surat izin wusaha dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan.

. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum
adalah badan hukum Indonesia yang mengusahakan
sarana perkeretaapian umum berupa kendaraan yang dapat
bergerak di jalan rel dan telah memiliki surat izin usaha
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perhubungan.

.Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Umum adalah badan hukum Indonesia  yang
menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa jalur
kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta
api agar kereta api dapat dioperasikan dan telah memiliki
surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
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10. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan yang selanjutnya
disebut RKIP adalah daftar alat angkutan tertentu yang
dibutuhkan dalam rangka impor dan/atau daftar alat
angkutan tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat
angkutan tertentu dalam rangka menerima penyerahan
yang digunakan dalam rangka mendapatkan fasilitas tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sampai

dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 2

Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut

Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat
angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya
yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

b. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat
angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya
yang diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh
Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan
impor tersebut;

c. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau
dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan,
kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang yang diimpor
dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional,
Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan
Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan
Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan
usahanya;

d. suku cadang kapal laut, suku cadang kapal angkutan
sungai, suku cadang kapal angkutan danau dan kapal
angkutan penyeberangan, suku cadang kapal penangkap

ikan, suku cadang kapal pandu, suku cadang kapal tunda,
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dan suku cadang kapal tongkang serta alat keselamatan
pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan
digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional,
Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan
Penyelenggara Jasa  Kepelabuhanan Nasional, dan
Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan
usahanya;

. pesawat udara yang diimpor dan digunakan oleh
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional,;

. suku cadang pesawat udara serta alat keselamatan
penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan
untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan
digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga
Nasional;

.suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk
perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diimpor
oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara
Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian
jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

. kereta api yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau
Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian

Umum;

i. suku cadang kereta api serta peralatan untuk perbaikan

dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang
diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan

j. komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang

ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang

digunakan untuk pembuatan:

1. kereta api;



